BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.29, 2024

KEMENKUMHAM. BHP. Penatausahaan Uang.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA

PADA BALAI HARTA PENINGGALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk memberikan kepastian hukum
penatausahaan uang pihak ketiga pada Balai Harta
Peninggalan, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta
Peninggalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga
pada Balai Harta Peninggalan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek
voor Indonesie, Staatsblad 1847:23);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2011
tentang Penerapan Treasury Notional Pooling pada
Rekening Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 576);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

10. Peraturan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak
Ketiga pada Balai Harta Peninggalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1060);

11. Peraturan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Harta Peninggalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 100);

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA PADA BALAI HARTA
PENINGGALAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan
Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1060) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

(1) Atas uang Pihak Ketiga yang disimpan pada rekening
giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
diberikan jasa giro oleh bank umum.

(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pendapatan negara yang harus
disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Lampiran I dihapus.
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Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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